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UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO 

 

UNGKAPAN PRIBADI 

Allah tidak menguji hambanya diluar batas kemampuannya, 

Maka yakinlah pada rencana terbaik yang Allah siapkan. 

 

 

 

 

 

 

 

     MOTTO 

Keberhasilan adalah perjalanan Panjang dari 

satu kegagalan ke kegagalan berikutnya 

tanpa harus kehilangan semangat. 
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Putusan Nomor 312/PID.SUS/2020/PN.MTR. Dalam putusan ini, 

sekalipun ada UU TPPO, namun pemidanaannya masih terlalu ringan. Bahkan, 

hakim juga kurang cermat dalam memberikan putusan dengan tidak 

mengikutsertakan para saksi sebagai turut terpidana yang melanggar ketentuan 

pidana Pasal 113 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian 

(UU Keimigrasian). Berdasarkan hal tersebut rumusan masalah penelitian ini 

pertama Apakah Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 

312/PID.SUS/2020/PN.MTR terkait ancaman pidana telah memenuhi kepastian 

hukum, kedua apakah Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 

312/PID.SUS/2020/PN.MTR terkait perlindungan hak-hak korban telah diberikan 

secara adil. Metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan konsep. Sumber 

bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yaitu studi 

kepustakaan. Analisa secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan 

menunjukan bahwa Hakim secara langsung memilih dakwaan alternatif ketiga 

tanpa memperhatikan dakwaan yang menggunakan UU PTPPO sebagaimana 

dalam dakwaan pertama dengan penggunaan pelanggaran Pasal 10 jo pasal 4 UU 

PTPPO g jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan dakwaan kedua yang menggunakan 

Pasal 11 jo pasal 4 UU PTPPO jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dan pada 

implementasinya, hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 

312/PID.SUS/2020/PN.MTR belum memberikan keadilan dalam menerapkan 

pasalnya. Saran yang penulis sajikan : Penegak hukum dalam pemidanaannya 

harus lebih bijak dan hakim juga harus lebih cermat dalam memberikan putusan 

yang lebih berlandaskan keadilan hukum. 

 

Kata kunci : Analisis Putusan, Kepastian Hukum, Keadilan Hukum 
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Decision Number 312/PID.SUS/2020/PN.MTR. In this decision, although 

the Anti-Trafficking in Persons Law (UU TPPO) was in place, the sentencing 

imposed was still considered too lenient. Furthermore, the judge was not 

sufficiently thorough in delivering the verdict, as the witnesses involved were not 

held accountable as co-perpetrators, despite having violated the criminal 

provisions under Article 113 of Law Number 6 of 2011 concerning Immigration 

(Immigration Law). Based on these considerations, this research raises two main 

issues: first, whether the verdict of the Mataram District Court Number 

312/PID.SUS/2020/PN.MTR in relation to criminal threats fulfills the principle of 

legal certainty; and second, whether the same verdict ensures fair protection of 

victims' rights. The method used in this study is normative juridical with a 

conceptual approach. The sources of legal materials include primary and 

secondary legal sources. Legal materials were collected through literature 

review, and the analysis was conducted qualitatively in a descriptive manner. The 

results and discussion show that the judge directly opted for the third alternative 

charge without adequately considering the first charge based on the Anti-

Trafficking Law, specifically the violation of Article 10 in conjunction with Article 

4 of the Anti-Trafficking Law and Article 55 paragraph (1) point 1 of the Criminal 

Code, as well as the second charge which referred to Article 11 in conjunction 

with Article 4 of the same law and the aforementioned article of the Criminal 

Code. In its implementation, the judge in Decision Number 

312/PID.SUS/2020/PN.MTR of the Mataram District Court has not delivered 

justice in applying the relevant provisions. The recommendation provided by the 

author is that law enforcement authorities must act more prudently in sentencing. 
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